PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
.. NOMOR 13 TAHUN 2013 |
- TENTANG
| PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |
BUPATI KAPUAS HULU

Memmbang :__a. :bahwa dalam rangka mencerdaskan'

~dalam Pembukaan Undang—Undang Dasar, = .
© Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *
-~ maka  dibutuhkan pendldlkan yang - :

‘bermutu, merata, dan eﬁ31en yang mampu:

-mewujudkan - berkembangnya - potensi-. -

peserta didik agar menjadi - masyarakat.
yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, - .-

~ mandiri, kreatif, inovatif, dan bekerja keras,
-__serta sehat jasmani dan rohani, sehingga - -
" mampu menghadapi tantangan  dan

‘perubahan kehldupan Iokal naswnal dan _.1.:: e

- .global;

‘- b. - bahwa untuk mewu;udkan - tu_]uan.. S |

pendidikan nasional - sebagaimana
“digariskan "dalam Undang-Undang Nomor

" 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan =

‘Nasional, diperlukan  penyelenggaraan -

~ pendidikan yang berkualitas sesuai dengan
-kondisi dan kebutuhan masyarakat di
:Kabupaten Kapuas Hulu sehingga memiliki -
‘daya saing secara nasmnal dan global

c. . bahwa berdasarkan o pert1mbangan
- sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan .
huruf b, perlu membentuk Peraturan .

L Daerah ten_tang Penyelenggaraan ST

-~ Pendidikan;

_ -'Mcrigingat % 1. Pasal 18 ayat (6) 'Undang—Undéing Dasar_.:
s .o+ - o Negara Republik Indonesia Tahun 1945; .. - - .



AR
"{-“

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959,
tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor. 3 Tahun- 1957 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II  di

Kalimantan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 352) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia -
Tahun 1959 Nomor : 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia -
Nomor 1820); | | _

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 =
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang - Nomor 23 Tahun 2002

tentang  Perlindungan Anak - (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tembahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4235);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
‘tentang  Sistem = Pendidikan Nasional

(Lembaran  Negara Republik ' Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301);

. ~Undang-Undang Nomor ' 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 -
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik  Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesira Nomor 4844); '

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Antara

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

A



Lembaran Negara Repubhk Indoznésia-f.':;"_} S

Nomor 4438);

. Undang—Undang Nomor 14 Tahun 2005-
~ tentang Guru dan’ Dosen (Lembaran’. TR
" Negara Republik Indones1a Tahun 2005 .- . .

Nomor  157,Tambahan " Lembaran - Negara:-:j.:__ SR

Repubhk Indonesm Nornor 4586)

Peraturan Pemenntah ‘Nomor 23 Tahun
2004 tentang Badan Nasmnal Sertifikasi

- Profesi  (Lembaran" - Negara '~ Republik =
Indonesia Tahun - 2004 Nomor R £ TR
Tambahan Lembaran Negara Repubhk S

::"_' Indonesm Nomor 4408), SR

Peraturan Pemenntah Noﬁio'r' 19 Tahun
2005 tentang Standar - Nasional Pendldlkan R
. Indonesia (Lembaran ' Negara ' Repubhk SRR

' - Indonesia Tahun 2005 Nomor 4],

11,

» Tambahan Lembaran Ncgara Repubhk _ .

" Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah ... .
 diubah dengan - Peraturan  Pemerintah. - " 7
Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara .= = . R
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71); - 00

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan ' Penyelenggaraan

~ Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara -~ . . -
Repubhk Indonesia- Tahun 2005 Nomor ~~ =~ -
. 165, Tambahan Lembaran Negara Repubhk;--f'_ o
Indone31a Nomor 4593), ST e o

'Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun S
2007 tentang Pembaglan . Urusan .

- . Pemerintahan - Antara Pemermtah R
' Pemerintahan Daerah Prov1n81 " Dan o
.. Pemerintahan Daerah ~Kabupaten/Kota - - -
(Lembaran  Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

- Lembaran Negara Repubhk Indonesia.;_,‘ Ao
- Nomor 4737); -

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun

2007 tentang ‘Pendidikan: - Agama dan oo
Pendidikan Keagamaan " {Lembaran . -~

. Negara Republik Indonesia Tahun 2007 =~ . . -~ .
' Nomor 124, Tambahan  Lembaran Negara .~ =~
‘Republik Indqnesia Nomor 4769); o

-Péifa'turéi_i ‘Pemerintah Nomor - 47 Tahun __ |
' 2008 ‘tentang Wajib Belajar (Lembaran -
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15.

16.

17.

18,
19,

20.

21._

_ Negara Republik  Indonesia Tahun 2008

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara'
Republik IndonCSIa Nomor 4863),

Peraturan Pemenntah_ Nomor 48 .'-I‘ahu'n
2008 tentang  Pendanaan Pendidikan

{Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008  Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 4864); : §

Peraturan Pemerintah Nomor .74 Tahun

2008 tentang Guru (Lembaran Negara -

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4941};

Pcraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

- 2010 tentang Pengelolaan = dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 51035)
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010  (Lembaran  Negara Republik '
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5157); -

Per_aturan Menteri Pendidikan Nasional =~

Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi

~Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar
Kompetensi Lulusan Untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah; ‘

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar‘
Pengawas Sekolah / Madrasah '

Peraturan Menten Pendldlkari Nasional
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar

L Kepala Sekolah/ Madrasah

22.

Peraturan Menteri Pendldikan Nasidnal
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar

4
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. 24,

25

2.
27.
28,
0.
30.
B

- 32

Kualifikasi Akademik dan Koi'npeten_si

5 - Guruy;
.23,

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan pada Satuan

Pendldlkan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional )
Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar'-:

Penilaian Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar -

Sarana dan Prasarana untuk Sekolah

-Dasar/Madrasah - Ibtidaiyah (SD/MI),
Sekolah Menengah Pertama/Madrasyah -

Tsanawiyah (SMP/ MTs), dan Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah -

. (SMA/MA):

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar
Proses Untuk Satuan Pend1d1kan Dasar dan ..
Menengah; :

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan
Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar

Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional |
Nomor 63 Tahun 2009 tcntang Slstem o

Penjaminan Mutu Pendldlkan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan .

Guru Sebagai Kepala sekolah/ MadraSah;

'Peraturan Menteri Dalam Ncgen Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk = -

Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu . .
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan =
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

S



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
Dengan Persetujuan Bersama

| dan :
BUPATI KAPUAS HULU = _

MEMUTUSKAN:

" Menetapkan. : PERATURAN 'DAERAH TENTANG

‘ | PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 -

Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan

L

5,

Daerah adalah Kabupatcn Kapuas Hulu

'Pemenntah Prov1n31 adalah Pemermtah Provms1 Kahmantan

Barat
Pemerintah adalah Pemerintah Pusat |
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu. : o

.Bupatl adalah Bupatl Kapuas Hulu.

Dinas Pendidikan. adalah Dinas Pendldlkan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu

Pendldlkan . adalah usaha sadar dan tercncana ~untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar  peserta didik secara aktif mengembangkan potensi.
dirinya untuk memiliki kekuatan- spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang dlperlukan dmnya, masyarakat ,
bangsa dan negara ‘

Penyelenggaraan pcndldlkan adalah keglatan pelaksanaan
komponen sistem pendidikan pada satuan atau program

pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pend1d1kan agar . |

proses pendidikan dapat berla.ngsung sesua1 dengan tujuan

, pendldlkan nasional.

Pendidikan Anak Usia  Dini yang selanjutnya disingkat



'~ PAUD adalah suatu upaya perﬁbinééii': yang di_tliji.ikéﬂﬂ' _'

.-~ ‘kepada anak sejak lahir sampai dengan -usia 6 (enam)-.

- ~tahun yang dilakukan melalui - pemberian. rangsangan e
- pendidikan = untuk membantu pertumbuhan .~ dan - - .
- perkembangan - jasmani dan roham agar anak mem111k1_ T

B -'kes‘.lapan dalam memasuki pend1d1kan lebih lanJut

© 10,

11

o “pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusxa .

_.Taman Kanak—kanak yang selanjutnya chsmgkat TK adalah ;.'_j__ e el
-1 salah satu bentuk satuan pendidikan anak usid dini pada - - .
- jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program -
pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampa:l..-_-. Sl

dengan 6 (enam) tahun.

‘Raudhatul Athfal yang selanjutnya dlsmgkat RA adaloh salah =~
. satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur.

pendidikan  formal yang menyelenggarakan program

o 4 (empat} tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

'Pendldlkan formal adalah jalur pend1d1kan yang terstruktur S '_
‘"dan berjenjang, yang terdiri -atas pendldlkan dasar T
' pend1d1kan menengah dan pendldlkan tmgg1 ' o R S

_Pend1d1kan Dasar adalah jenjang pend1d1kan pada Jalur RERE ST
- . pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan .. -
-~ menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan .. - .
- berbentuk ‘Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau = -
bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan -
kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang .. .
" berbentuk Sekolah Menengah - Pertama dan Madrasah e

e _ Tsanaw1yah atau bentuk lain yang sederajat.

15,

Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah
satu - bentuk satuan pendidikan formal yang

- menyelenggarakan = pendidikan umum pada jenjang
- pendidikan dasar. - : IS

‘Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah Lo
. 'salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan
-Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umam -

dengan kekhasan agama Islam pada Jenjang pendldlkan -

~ dasar.

16

17.

- Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya dlsmgkat SMP S

adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal. yang .
menyelenggarakan pendidikan urmum pada jenjang

- . pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk - =~ = = -
~.+ . lain-yang sederajat atau lanjutan dari hasil- bela_}ar yang- ECEATUE R
' 'dlakul sama atau setara SD atau ML : Lo

Madrasah ’I‘sanaw1yah yang selanjutnya dlsmgkat MTs
adalah salah satu bentuk satuan pendldlkan formal. dalam

7



bmaan Menten Agama yang menyelenggarakan pend1d1kan_ oL
PR ,_'ﬁ,fumum dengan = kekhasan agama :Islam ‘pada . jenjang. . .
el pend1d1kan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk e

- lain yang: sederajat atau lanjutan darl hasﬂ belajar yang

y dlaklll sama atau setara SD atau MI

Pendldlkan Menangah ada‘lah Jenjang pend1d1kan pada Jalur - _
. “pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan ™

- ‘dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah,

RER Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Ahyah Ke_]uruan-_':-.".

e __'___'_atau bentuk lain yang scdcregat

Sekolah Menengah Atas yang sela.njutnya dlsmgkat SMA_ TR
.7 adalah salah satu bentuk satuan pendldlkan formal yang
.. .. menyelenggarakan - pendidikan ' umum * pada ° jenjang -

- pendidikan menengah sebagai. lanjutan dan SMP, MTs, atau’ ~ =~

bentuk lain yang sederajat atau lanjutan darl hasﬂ belajar:_:_- g

R __.“_.yang diakui'sama/setara SMF atau MTs,"

S200

Madrasah Ahyah yang selan_]utnya dlsmgkat MA. adalah salah S

¢+ satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri.. .

. "Agama yang menyelenggarakan pend1d1kan umum dengan. . .0

" kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah -~ - - ..

..~ .sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang. oo

.. sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang dzakul sama N
| atau setara SMP atau MTs. o0 e S

Sekolah Menengah Kejuruah yang sclanjutnya dlslngkat SMK S
- adalah salah satu bentuk satuan. pend1d1kan formal yang S
- menyelenggarakan - pendidikan  kejuruan ~pada jenjang . .
- . pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau =~ =~
~bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dan hasﬂ belajar,- Coaan S0

.Varlg dlakul sama atau setara SMP atau MTs

-.;'Madrasah Ahyah Kejuruan yang selanjutnya d1S1ngkat MAK?':, - L
- -adalah salah satu:bentuk satuan pendidikan formal dalam: .. =

binaan. Menten Agama yang menyelenggarakan pendldlkan
P kejuruan dengan - kekhasan agama' Islam pada jenjang

“ pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau = -
-~ bentuk lain: yang sederajat atap lanjutan dan hasﬂ belajar:.' ST

T =-yang dlakm sama atau setara SMP atau MTs

Pendldlkan Nonformal adalah pendldlkan d1 luar jalur";f
- 'pendldlkan  formal = yang dapat - dﬂaksanakan secara.l-_ L
terstruktur dan berjenjang, fleksibel, berla.ngsung sepanjang [T
_jj._hayat dan tmgkat kompetensi: peserta dldlknya dapat-- -~ -

_ dlsetarakan dengan kompeten31 pada-. pendldlkan formal, .. - .0
 antara lain Paket A, Paket B, Paket C, Lembaga Kursus, -~ . e
Lembaga Pelatman Kclompok Bclajar dan Pusat: Kegiatan
. Belajar. Masyarakat termasuk Dmlyah dan Pondok B
- Pesantren. = - SRR
.~ Kelompok - Bela_]ar adalah satuan pendldlkan nonformal yang e
' terdm atas sekumpulan Warga masyarakat yang salmg' G



ol

Ny "'membelauarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka.;:_j_-' L
b “3_'-men1ngkatkan mutu dan taraf kehldupannya - A

“Pusat Keglatan Belajar Masyarakat yang selan_]utnyaﬁ.y;- L

' “dlsmgkat PKBM adalah bentuk pendidikan nonformal yang @ - -

. . menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan - =~
- kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dan, oleh dan;_ S

o untuk masyarakat

=_Pend1d1kan Berbasis Kcunggulan Lokal yang selanjutnyaf-:_- AR

~ disingkat PBKL adalah pendidikan yang mencakup ciri khas = "

. kedaerahan . yang meliputi - aspek budaya, kreasi seni, .
eksploitasi hasil buml, pelayanan jasa, sumber daya alam =~

‘dan sebagainya, yang bertujuan meningkatkan nilai dari =

 suatu ciri khas kedaerahan dan _potensi daerah sehingga ... ... .
: _"menjadl produk dén jasa, atau karya lain yang bem11a1 tmggl,_:: R
- unik dan mem111k1 keunggulan komparatlf o o Tay

f"Pend1d1ka.n Informal adalah pendldlkan yang dllakukan oleh_-
‘keluarga dan  lingkungan untuk menanamkan mla;l-mlal_:__
“agama, moral, etika, kepribadian, estetika, dan ketcrampﬂan

o fungsmnal dalam bentuk keglatan belajar secara mandm

Pend1d1kan Khusus adalah - pendldlkan bag1 peserta dldlk__:".:.._;
- yang memiliki tingkat kesulitan ‘dalam mengikuti' proses -

- .pembelajaran karena kelainan fisik, ‘emosional, mental, . .

S ..___:.29'“ .

- sosial, dan/atau mermhkl potens1 kecerdasan dan bakat_-__f: .
_1st1mewa _ : R

Pendidikan Layaﬁan khususfadalah' péﬁdidikén bagi "ﬁéserf{ai: o
didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat

-~ yang terpencil; dan/atau mengalanu bencana alam, bcncana': L
v soswl dan t1dak mampu dari seg1 ekonorm _

Peserta D1d1k adalah anggota masyarakat yang berusaha SR
.--:mengembangkan potensi diri melalui proses pembela_]aran:?
- yang tersedla pada jalur, Jen_]ang, _ dan _}ems pendldlkan' . _f'

i tertentu

'Satua.n Pendldlkan adalah kelompok layanan pendldlkan_ R

" . yang menyelenggarakan pendidikan. pada jalur formal,

" “"nonformal  dan - informal pada setlap Jenjang, dan jems'}'_""' .
__-'pendldlkan - .. o .

"-“.:.'Tenaga Kependldlkan adalah anggota masyarakat yang'
- .mengabdikan - diri dan diangkat .untuk  menunjang =
- ‘penyelenggaraan . pendidikan seperti - pengelola satuan oL

pendidikan, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan,

" laboran, teknisi, tenaga administrasi, psikolog, terapis, ,
. .tenaga . kebersman, satuan pengamanan [Satpam), serta-__-._-. SIS

- tenaga lamnya yang beker_]a pada. satuan pend1d1kan

'-."Pendldlk adalah tenaga kepend1d1kan yang berkualfﬂcasl_f; R

9



34.

35.

sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswafé,

- _tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai
- dengan  kekhususannya, serta berpartlslpas1 dalam
'menyclcnggarakan pendidikan. o

Standar Pendldlk dan Tenaga Kependldlkan adalah krltena
- pendidikan prajabatan dan kelayakan ﬁ31k maupun mental

serta pendldzkan dalam jabatan.

| Orgamsam Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan

-+ hukum-. yang didirikan dan - diurus. oleh guru untuk

36.

37.

38.

.30,

40,

4L

_ . :
: - proses evaluasi diri sekolah yang bersifat internal - yang
“melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat kinerja -

- mengembangkan profesionalisme guru.

Wajib _Be_lajar ‘adalah program . pendidikan minimal yang
harus diikuti oleh seluruh masyarakat atas tanggung jawab
Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat,
bertujuan untuk mengembangkan potensi dasar peserta

_didik sebagai manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan -
- Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
‘kreatif, mandiri dan menjadi wa.rga negara yang dcmokratls

dan bertanggung]awab

Pcran serta masyarakat adalah perwujudan part151pa31 aktif
masyarakat da]am penyelenggaraan dan pengendallan mutu

- pendidikan.

Standar Pelayanan Minimal Pendldlkan yang selanjutnya'
disingkat. SPMP adalah tolok ukur kinerja pelayanan
pendidikan kabupaten yang mencakup .masukan, proses,
hasil, keluaran dan manfaat pendidikan. _

Standar Nas_ional. Péndidikan yang selanjutnya disingkat SNP
adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh

~wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelayanan ~ Pendidikan  adalah  segala  kegiatan
penyelenggaraan = pendidikan - dalam rangka pemenuhan
kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga

negara dan masyarakat atas suatu barang, jasa, dan atau

pelayanan’ administrasi yang dlsedlakan dan. terkalt dengan
kepentmgan masyarakat.

Evalua81 'Pendidlkan adalah keglatan pengendahan,

‘penjaminan dan penetapan mutu pendidikan ~terhadap R
' berbaga1 komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan
jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung Jawaban

penyelenggaraan pendldxkan

Evalua31 Diri Sekolah yang selanJutnya dlsmgkat EDS adaiah

. sekolah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan

Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang hasilnya dipakai

- sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan

10




. 43,

44,
45,

| 46,

a7,
- 48.

49,
50,

51,

| sebaga.l masukan bag1 perencanaan mvestam pendldlkan
‘tingkat kabupaten. : o

Momtormg Sekolah olcn Pcmenntah Daerah yang Selan_]utnya

disingkat MSPD adalah upaya peningkatan mutu pendidikan .
melalui pemantauan oleh pengawas atas kinerja sekolah -
dilihat dari pencapaian SPM dan SNP yang hasilnya akan
menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan/Kantor .Kementerian

Agama dalam perencanaan dan pemberian bantuan untuk. -

pemngkatan mutu pendldlkan di Kabupaten. -

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan: program
dalam satuan pendldlkan berdasarkan kntena yang telah

: dltetapkan

Dewan Pendlchkan ‘adalah badan yang mewadahl peran serta
masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan,
efisiensi pengelolaan pendldlka.n :

Forum Komunikasi Komite Sekolah yang selanjutnya
disingkat FKKS adalah wadah untuk - mengkoordinir
implemantasi peramn dan fungsi komite sekolah yang dibentuk

di setiap kecamatan, beranggotakan semua kormte sekolah
-yang ada di kccamatan _ , _

Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas
sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Badan Pengelola adalah lembaga atau perorangan yang
berbadan hukum dan mempunyai anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga dalam penye__l_enggaraan_ pendidikan.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM

adalah jenis dan tingkat pelayanan pendidikan minimal yang
harus disediakan oleh satuan atau program pendldlkan, '
penyelenggara satuan atau program pendldlkan .

Standar Nasmnal Pendidikan yang selanjutnya dlsmgkat SPN ,
adalah kriteria minimal tentang system pendidikan di -
seluruh  wilayah hukum Negara Kesatuan chubhk-
Indonesia. A _ .

chc’aha Kerja Sekolah yang sélanjutnya "disingkat RKS
adalah sebuah proses atas semua hal dengan baik dan tcht1 :
untuk mencapaz tujuan pend1d1kan B .

BABII
- ASAS DAN TUJUAN
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. .v."."

Baglan Kesatu S
Asas

Pasal 2

asas _ S
kemandman, :

keunggulan; = .

-_kebersamaan,

."keadﬂan, L

non dlskrlmma31, dan

: paI'tl31pa.t1f

- M

 BaglanKedva

Penyelcnggaraan Pendldlkan bertuguan untuk ST
e -3penyelenggaraan pendidikan yang - Ckatlf efi&nen movauf '

Penyelenggaraan Pendldlkan dﬂaksanakan denga.n memperhatlkan ; ::_:.

partisipatif yang berbasm keunggulan budaya lokal serta

- akhiak mulia; -

8 ‘b pemerataan dah perluasan akses pendldlkan bagl anak usia
sekolah, anak berkebutuhan khusus dan warga belajar
lainnya;

R N penmgkatan _ mutu pembelajaran, . Iulusan tenaga I S

- pendidik/ kependidikan, sarana prasarana, dan . pengelolaan‘

“satuan  pendidikan bcrba31s  manajemen sﬁk_Ol ah/ :

. madrasah / masyarakat

d -':relevanSI antara lulusan pend1d1kan menengah ke.]uruan':"-
dengan kebutuhan dunla usaha dan dunla 1ndustn (duma '
. _.: kex:}a)’ : E BRI ) .

e kependldzkan dan lamnya, dan

e Jamman keterscdlaan sumbcr daya pendlchkan yang mehputl S
: . antara lain dana, sarana, prasarana, tenaga pendlchk tenaga T

| £ 'transparansz anggaran pcndldlkan dan akuntablhtas_ E

penyelenggaraan pendldikan

.~ BAB 11'1'""
JALUR PENDIDIKAN

Pasal 4

: L) PenYelenggaraan pendldlkan o dllaksanakan untuk S
S mcwu_]udkan pemerataan layanan- pendldlkaﬂ pada semua{ It

12~



~ jalur, jehjang,'dan ienis pendidikan.

2)

Pemerataan layanan pendidikan sebagalmana d1maksud pada
ayat (1) meliputi:

.- a. ketersediaan layanan pendidikan; -
" b. keterjangkauan layanan pendidikan;

kualitas dan relevansi layanan pendidikan;

C.
- d. kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan; dan
e |

(3)

‘k_epas_tlan memperoleh layanan pendidikan.

Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas; - _
~a. pendldlkan formal;

b nonformal; dan

c. informal.

BABIV
- PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu
Umum

‘Pasal 5

Pendidikan formal sebagmmana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3} |
huruf a meliputi: _ -

da.

b
c.
- d

(1)

@

"_PAUD Formal,;

. pendidikan dasar;

‘pendidikan menengah; dan

. pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

Bagian Kedua
PAUD Formal

Paragraf 1
Bentuk

Pasal 6 -

PAUD Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
a berbentuk TK/ RA dan bentuk lain yang sederajat.

Penyelenggaraan TK/R' dan bentuk lain yang sederajat

. 'sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bimbingan

pengasuhan untuk  mendukung  pertumbuhan dan

- perkembangan jasmani dan rohani sesual dengan tingkat -
3 perkembangannya :

13
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- @

@)

@

Program Pendidi_kan'
Pasal 7

Program TK/RA .~ dan  bentuk lain yahg sederajat =
diselenggarakan -~ secara fleksibel berdasarkan - tahap'

' pertumbuhan dan perkembangan anak.

Program TK/RA dan bentuk lain yang sederajat dlrancang dan

: dlselenggarakan

a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan
’ mendorong kreativitas serta kemandirian;

b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan
~mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;

 ¢. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan

kemampuan tiap-tiap anak; dan

"d. dengan mengmtegrasﬂ(an kebutuhan anak terhadap

kesehatan, gizi, dan st1mu1as1 pmkososml

'Pengelompokan peserta didik dlsesumkan dengan u31a, dan

perkembangan anak.

Lembaga penyelenggaraan TK/ RA wajib | ‘menggunkan,
~mengembangkan. dan meningkatkan sumber daya pendidikan
" dalam rangka memberikan layanan pendidikan terhadap anak

' usia dini dan peningkatan serta pengembangan program.

- (5)
- (6)

7)

‘Masa Pendidikan TK/RA kelompok A usia 4 sampai dengan 5

Tahun dan kelompok B usia 5 sampai dengan 6 tahun.

Pemermtah Daerah menyelenggarakan keglatan layérian_

. TK/ RA usia 4 sampa1 dengan 6 tahun.

Orangtua/ wali - pescrta didik - berkewajlbah memberikan
kesempatan kepada anaknya yang berusia 4 sampai dengan 6 -
tahun untuk mengikuti program TK/ RA. : _

Paragraf 3

-Metode Pembelajaran )

Pasal 8

Metode pembelajaran yang digunakan dalam TK/RA dan bentuk
_lain yang sederajat Pendidikan dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1),
- dilakukan ‘dengan cara belajar sambil - bcrmam ‘dan bermain
' 'seraya belajar dengan: '

'9-*9.9*95-

mengenalkan dan mengamalkan nilai Agama dan Pancasﬂa, :
~menumbuhkan wawasan kebangsaan,

mengenalkan lingkungan lokal;
mengenalkan dasar kecakapan hldllp,

14



S '_"é'fi'_:mengenalkan cara menyelamatkan diri, dalam menghadapl

'~ bencana; dan : .
. menumbuhkan kesxapan da]am memasukl pendldlkan leblh '
lanjut ' . _ IR . I

~Bagian Ketign
‘Pendidikan D'as'ar,' G
Pasal 9

: (1) Pendldlkan Dasar sebagaunana dlmaksud dalam Pasal 5 |

huruf b berbentuk SD, MI, SMP, MTS, atau bentuk lam yang o

o sederajat

G (=2')"",_-Penyelenggaraan " Pendidikan Dasar | berupa - blmbmgan
i pembelajaran - dengan memasukkan muatan karakter IR

bangsa muatan lokal, dan budaya lokal.

e (3) Metode pembelajaran yang dxgunakan dalam Pendldlkan‘ o

. ‘Dasar = sebagaimana dimaksud pada : ayat (1) . dilakukan

- melalui. pengenalan, pemahaman, - dan pengembangan mu

e “pengetahuan, - pendidikan teknologi, ~humaniora, kesenian,

_ olahraga, dan kehidupan sosial budaya yang berkembang e

i peserta d1d1k

. _secara’- selmbang, SCSLIaJ perkembangan dan kebutuhan. e

(4)'":~'-;_{Pengenalan, pcmahaman dan pengembangan sebaga.lmana

L dimaksud pada ayat (3) dilakukan agar pcserta d1d1k

- . a. mengcrtl ~dan - mcngamalkan _ n11a1 mlai Agama dan'_ '; SRR

- .-~ Pancasila; : :
- 'b. ‘menumbuhkan wawasan kebangsaan, : Sl
. c.. memahami, memanfaatkan dan melestankan llngkungan'
S 7 local sebagal sumber belajar; - _ e
Cvoo d. mampu- mengembangkan -' kecerdasan dan 3 dasar
-+ kepribadian; | |
. “mampu mengembangkan dasar~dasar kecakapan hldup,

kebencanaan sesuai dengan usianya; dan.

e lanjut

: Baglan Kcempat :
Pcndldlkan Menengah

Pasal 10

R R
- f. memeghami dan mampu mclakuka_n perlmdungan o

g -mempunyai kcsnapan dalam memasuk1 pendldlkan leblhj '- e o

w_ZIE:.-"(':i)f'i'.'Pendxdlkan Mencngah sebagaimana dimaksud: dalam Pasal 5 e T
- huruf. ¢ berbentuk SMA MA SMK MAK atau bcntuk lain - oo

-'_'__;j}yang sederajat

: (2'):_". Penyelenggaraan Pendidikan - Menengah sebagalmana

SE _':j_l:dlmaksud dalam - Pasal 5. huruf © berupa blmbmgan S



-

: .pcmbelajaran yang wajib diberikan kepada anak yang me T3k

ijazah SMP atau MTs atau bentuk lain yang sederajat untuk =
menyelesaikan pendidikan dengan memasukkan muatan

pendidikan karakter bangsa, muatan lokal, dan budaya lokal. -

Metode pembelajaran yang digunakan dalam Pendidikan
Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui pengenalan, pemahaman dan penerapan ilmu .

o pengetahuan, pendidikan teknologi, humaniora, kesenian

dan - olahraga, kegiatan sosial budaya secara = seimbang

~ sesuai kebutuhan peserta didik, kondisi lingkungan serta

relevansinya dengan dunia usaha dan duma 1ndustn serta o

o perkembangan duma

@

Pengenaian,- pemahaman dan penérapan’ "_"'s.ebagaimana '

' dimaksud pada ayat (2) dilakukan agar peserta didik dapat '

mengembangkan diri dan melaksanakan nilai-nilai luhur-, :

- budaya sehingga:

‘a. mampu mengamalkan nilai-nilai Agama’ dan Pancasila;

b. mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan;

- c.. mengolah, memanfaatkan dan melestankan hngkungan_ -

lokal.

- d. menjadi manusia visioner yang cerdas, :
e

. mampu mengembangkan diri menjadi ‘manusia yang
berkualitas, ‘mandiri, bijak, cerdas, terampil, bermoral '-
beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
mempunyai kesiapan dalam perlindungan kcbencanaan _.
untuk keselamatan diri dan lingkungan; dan ‘

g. mempunyai kesiapan dalam memasuki pend1d1kan lebih

b

SR (2)

r-b-.qe'r“.f'bp-p p’*;n_

lanjut dan/atau duma kerja.

' | - Bagian Kelima .
PendIdlkan Khusus dan Pendldlkan Layanan Khusus :

Pasal 11

Bentuk Pendldlkan Khusus sebagalmana dlmaksud da.lam )
Pasal 5 huruf d meliputi: '

Taman Kanak-Kanak Luar Blasa,
Sekolah Dasar Luar Biasa; '
Sekolah Menengah Pertama Luar Blasa,
Sekolah Menengah Atas Luar Biasa;
Sekolah Menengah Kejuruan Luar Blasa,
Sekolah Luar Biasa;

Sekolah Inklusi;

. Cerdas Istimewa; dan

Bakat Istimewa

Peserta d1d1k pada pendzdlkan khusus sebagalmana dlmaksud
pada ayat (1) merupakan anak yang berkesulitan belajar, anak

- yang lamban belajar, anak autis, anak yang memiliki gangguan
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’_:_:motonk cacat ﬁsxk cerdas 1st1rnewa dan bakat 1st1mcwa -

. .- dimaksud pada ayat (4) dllakukah oleh Pemenntah Daerah.;_ e '
o dan/atau lernbaga 8031al o TN

e

'?Pendldlkan layanan khusus sebaga.lmana dlmaksud dalam- B

o Pasal 5 hurufd diperuntukkah bagi peserta didik di daera_h PR

" ‘terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang.terpencil . . .
' dan/atau mengalam1 bencana alam, bencana somal dan yang-'-_... T
'tldak mampu dari. seg1 ekonorm ' co I :

-Penyelenggaraan pend1d1kan layanan khusus sebagalmana=- RN

- dimaksud pada ayat (3) disesuaikan. dengan waktu, tempat, - .

. sarana. dan- prasarana pembelajaran, - pendidik, = tenaga = .

kcpendldlkan dan/atau sumber. daya pembelajara.n lamnya o
g dengan kond131 peserta didik. - S R L

Penyclenggara pend1d1kan IaYaiian khustis' éébagmrﬁana'

: Bag1an Keenam SRR
Pendman dan Pencabutan Izm G

Pasal 12

] Pendman TK/RA SD/MI SMP/MTS, SMA/MA SMK/MAK dan
. ."Sekolah Luar: Biasa dapat dilakukan olch Pemenntah FIEE
;Pemermtah Dacrah dan masyarakat SR R

Pendirian TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA SMK/MAK dan--"‘--':- :
- Sekolah Luar Biasa yang dilakukan oleh masyarakat harus
. memperoleh izin pendirian dari Pemermtah Dacrah dan/atau Lo

S instansi yang berwenang

: Ketentuan leblh lanjut mengenal syarat pendman TK/ RA, h
. .SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK  dan- Sekolah Luar - .
- . Biasa - -.atau - bentuk lain yang sederajat dlatur dengan
;Pcraturan Bupatl S - C

Pasal 13

Satuan Pcndlchkan Formal yang udak memenum syarat o  _
S .'sebagaimana dunaksud dalam- Pasal 12 ayat (3] dapat d1cabut IR
e lzmnya v o

- sebagaimana dxmaksud pada ayat (1] d1atur dengan Peraturan"' '

: Ketentuan leb1h lanjut mengenai tata cara pencabutan 1z1n'-" Ll

BERaR Bupatl o



-

Bagian Ketujuh
Pengelolaan

Pasal 14

Pehyelenggaraan satuan pendidikan -pa’da TK/RA, SD/MI, _'
~ SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan Sekolah Luar Biasa serta

bentuk lain yang sederajat menerapkan SPMP dan secara bertahap

)

@

] d1t1ngkatkan menu_]u SNP,

Pasal _15

.Setiap j.alzur, jenjang dan jenis pendidikan - wajib

menyelenggarakan pendidikan berbasis pendidikan karakter.

'Pendl'dlkan berbasis pendidikan karakter 'sebagélmana.-.
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses intervensi. -
~ (pembelajaran, pemodelan, penguatan) dan proses habituasi -

. (pensuasanaan, pembiasaan dan penguatan], khususnya

@

melalui n11a1—n11a1 agama.

Satuan pendidikan menyiapkan sarana dén prééarana imtuki:' )
menyelenggarakan pendidikan berbasis pendidikan karakter‘

e Sebaga;mana dimaksud pada ayat (2)

. )

2

- khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana

Pasal 16 |
Pemerintah daerah membantu dan/atau menyelenggarakan
pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. 2

Ketentuan Ieblh lanjut mengenai penyelenggaraan pendldlkan

_d1maksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupat1

(1)

Pasal 17 .-

Sct.lap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala -

Sekolah/Madrasah sebagai penanggung Jawab pengelolaan C

pendldlkan

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud pada ayat

(1), Kepala. Sekolah/Madrasah pada TK/RA dan ‘SD/MI atau
bentuk lain yang sederajat dapat _dibantu ' Tenaga

" Kependidikan.

~ Dalam melaksanakan tugas sebagannana dlmaksud pada ayat '

(1), Kepala Sekolah/Madrasah pada 'jénjang SD/MI, SMP/MTs, .
SMP Luar Biasa, SMA/MA, SMA Luar Biasa, SMK/MAK atau .

. bentuk lain. yang 'sederajat ‘dibantu. Wakil Kepahla
* * Sekolah/Madrasah dan Tenaga Kependidikan, ' :
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Pasal 18 |

Penyelenggaraan setiap satuan pendidikan mencakup perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggung]awaban
yang meliputi komponen: _ .

. kurikulum tingkat satuan pendidikan;

. proses dan hasil pembelajaran,;

adrmmstras1 dan manajemen satuan pendldlkan

organisasi kelembagaan satuan pendldlkan,

sarana dan prasarana; g

pendidik dan tenaga kependidikan;

pembiayaan pendidikan; ,

. peserta didik;

peran serta masyarakat;

lingkungan /budaya sekolah; dan

penilaian pendidikan.

FCTr IR o o op

Pasal 19 :

(1) Dalam perencanaan dan pengembangan sumber daya
pendidikan pada satuan pendidikan dltetapkan kategon/ tlpe_ _
- sekolah. - . o

(2) - Ketentuan lebm lanJut mengenai tata cara penetapan
kategon/ t1pe sekolah diatur dengan Peraturan Bupatl

Pasal 20

Pelaksanaan =~ pengelolaan setiap satuan  pendidikan
dipertanggungjawabkan oleh Kepala Sekolah melalui rapat dewan’
guru, komite sekolah, dan/atau yayasan sesuai dengdn ketentuan
. peraturan perundang-undangan. :

- Bagian Kedela;jw
Pengawasan
Pasal 21

(1)  .Setlap jenjang dan jCIIlS pendldikan formal dllakukan_.-'“-
- pengawasan.
(2}-_:Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mehputl'

- monitoring, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut o

hasil pengawasan.

(3) Pengawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat -

(2) dilakukan secara berkala, teratur, dan berkesinambungan
oleh - kepala  satuan pendidikan dan - Pengawas
- Sekolah/Madrasah. o

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagalmana,
' dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.



W

e ~ BABV. N
. PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL

. Bag:lan Kesatu
_ Pendldlkan Nonformal

Pasal 22

_'_:'Pend1d1kan nonformal bertujuan: untuk membcntuk manusia S
- yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan, wirausaha dan -

| 7-L_k0mpetens1 untuk bekerja dalam. bidang tertentu dan/atau

- a. Pendidikan kecakapan hidup yang memberikan kecakapan

ha"ao*ga

o melanjutkan pendidikan ke jenjang yang leb1h t1ngg1

Pendldlkan nonformal berbentuk
PAUD Non Formal;
Lembaga kursus;
"Lembaga pelatihan;
'Kelompok/bimbingan belajar; -
Pendidikan kesetaraan; dan .
“Pusat kegiatan belajar masyarakat. -

Set1ap penyelenggara pendldlkan , Wajlb melaksanakan |

pendidikan berwawasan hngkungan dan bercm khas keanfan
lokal. -

Izin mendirikan satuan pendidikan nonformal dﬂakukan oleh o
~"Bupati atau instansi yang berwenang, ' RIS

- Ketentuan ‘lebih lanjut mengenai izin mendmkan satuan"f
'pendldlkan nonformal sebagaimana dlmaksud pada ayat (4) '

diatur dengan Peraturan Bupati.
| 'Pasal 23
Program pendldlkan nonforrnal mchputz antara lam '

- personal, kecakapan sosial dan kecakapan intelektual;

| '_b Pendidikan keaksaraan yaltu untuk warga masyarakat yang oo

buta aksara;

o c. Pendidikan . kesetaraan ya1tu pendldlkan yang setara_ o

‘dengan pendidikan formal yang mcncakup Pakct A, Pakct :
' B dan PaketC dan/atau -

: .'Hasﬂ pend1d1kan nonformal dapat d1harga1 setara dengan hasﬂ S

" program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian

~dan penyetaraan oleh lembaga yang dltun_}uk Pemermtah o
Pemermtah Provm81 atau Pemermtah Daerah. - : e e

Pemerlntah Daerah Wajlb melakukan pendataan warga._

L masyarakat yang buta aksara

@

‘Pemenntah Daerah bekerjasarna ; dengan masyarakatp‘

Lo _imenyelenggarakan pendxdlkan keaksaraan s




- Bagian Kedua
P_endidikan Informal‘_-_

Pasal 24

(1] - Pend1d1kan mfonnal dﬂakukan oleh keluarga atau hngkungan
. -termasuk’ masyarakat adat, medla massa, seni- hlburan, dan L
o 1amnya

Pend1d1kan mformal bertujuan membcnkan keyakman agama |

menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepnbadlan,_ .:

R _estetlka serta menmgkatkan pengctahuan dan keterampllan

Penyelenggaraan pembelajaran’ pendidikan informal’ menjadl'- el

tanggungjawab setiap orang, keluarga dan/ atau masyarakat.

‘Hasil pendidikan informal dapat diakui sama. dengan hasil . B
- pendldlkan formal setelah melalui proses uji kompetensi yang = .- . .
sesuai dengan SNP oleh satuan pendldlkan nonformal-i L

terakrcdlta31

. BABVI
PESERTA DIDIK

o Bagian Kesatu .
. Hak dan cha_}zban

Pasal 25

' Setlap peserta dldlk pada satuan pendldlkan berhak mendapat L
pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan_. o

o . diajarkan oleh pendidik agama atau guru agama..

Dalam hal satuan pendidikan tidak dapat memenum E
‘ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat:(1), peserta didik
+ . - dapat. mengikuti pendidikan agama oleh pendldlk seagama di = .-
. satuan pendidikan lain yang setingkat dan sejenjang atau d1.-_"_ SRR
' lembaga keagamaan yang ada di masyarakat : .

Pasal 26

Lo :Peserta d1d1k berhak memperolch layanan andldlkan sesualz-'f' o

- dengan. bakat, minat, dan kemampuannya melalui. program intra

~dan/atau- ekstra “kurikuler yang. dlselcnggarakan oleh * satuan.
.+ . pendidikan yang bersangkutan atau melalm satuan pend1d1kani_._. S
T .lam dan’ pendldlkan nonforrnal | |

@

£ dan / atau masyarakat

' Pasal 27

Peserta d1d1k berhak mendapatkan layanan pendldlkan sesual o
. dengan program pcmermtah daerah. '

Peserta didik yang berprestam dapat memperoleh beamswa' o

dari - Pemerintah, Pemenntah Prov1n81, Pemenntah daerah



@

g}

(1)

(2)

Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat ‘(2) diberikali_
- langsung kepada peserta didik untuk membiayai sebagian -

atau seluruh biaya pendidikan personal dengan tujuan'

' mengapres1as1 dan memacu prestasi.

Pasal 28 |

Peserta d1d1k pada set1ap satuan pendldlkan berkewajlban

a. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya;

b. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;

c. mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi
kejujuran . akademik dan mematuh1 semua aturan

-sekolah /madrasah; _
d. memelibara kerukunan dan kedama1an untuk mewujudkan :
-~ harmoni sosial di antara - teman; dan - :

e ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana

sekolah /madrasah, kebersihan, ketertlban, dan keamanan
sekolah/ madrasah x

Peserta didik pada satuan pend_ldlkan pada han tertentu =
diwajibkan mengenakan pakaian berciri khas daerah. -

Ketentuan lebih lanjut mengenai ‘waktu pemakaian dan Jems"'g '

pakaian berciri khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat -
(2] dlatur dengan Peraturan Bupati. o

' Bagian Kedua
Penenmaan dan Mutasi Pescrta D1d1k

Pasal 29

-_ :Pcneri'maan _' peserta ‘didik di setiap satuan pendidikan
" dilakukan secara obyektif, terbuka, adil, non diskriminasi dan

akuntabel oleh pengelola/penyelenggara satuan pendidikan

- sesuai dengan daya tampung satua.n pend1d1kan di bawah__
" koordinasi Dinas Pendidikan, :

Peserta didik pada satuan pend1d1kan formal 'yang -

. . diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat pindah ke jalur =

atau satuan pendidikan lain yang sederajat dan se_lems baik

- dalam satu daerah maupun antar daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai . penenmaan dan mutasi -
. peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 2

diatur dcngan Peraturan Bupati.

BAB VII
WAJIB BELAJAR

_' Bagian Kesatu
Umum -
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Pasal 30

- Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Program-' .
Wajib Belajar 9 (semb11an) tahun dan rintisan program pendldlkan
menengah universal 12 (dua belas) tahun

(1)

o Baglan Kedua '
Kewajlban dan Hak Orang Tua/Wah

Pasal 31

Orang .tua/wali. peserta didik bérkewajiban memberikan
kesempatan kepada anaknya yang berusia 7 (tujuh) sampai -

dengan 15 (lima belas) tahun untuk menglkutl program wajib -
belgjar. .

@

(3)

@

Dalam melaksanakan kewajiban sebagajmana dimaksud pada
- ayat (1), orang tua/wali peserta didik berhak memilih satuan

pendidikan yang dikehendaki sesuai dengan keinginan, minat

' dan bakat peserta didik.

Orang tua/wali peserta didik wajib ikut serta mensukseskan
program wajib belajar 9 (Sembilan) tahun., =

Orang tua/wali peserta didik berhak meminta penjelasan :

. kepada instansi - yang yang berwenang mengenai

.

W

. penyelenggaraan pendidikan di daerah.

Bagian Ketiga _
Kewajiban dan Hak Masyarakat

~ Pasal 32

Masyarakat berkewajlban mendukung penyelenggaraan
program wajib belajar.

- Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan,
pelaksanaan, = pengawasan, dan  evaluasi terhadap -
~ penyelenggaraan Program wajib Belajar 9 (sembilan) tahun. .

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. '

- Bagian Keempat
Kewaijan dan Hak Pemerintah Daerah

Pasal 33

'Pemerintah Daerah berkewajlban merencanakan pentahapan

- penuntasan Program Wajib Belajar 9 [sernbllan] Tahun.

@

(3J

Pemermtah Daerah berhak mengarahkan, membnnbing,

'rnembantu, serta menentukan pentahapan penuntasan
- Program Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun.

Pemenntah Daerah berkewajiban menyedlakan data dan'
23



-;jmformam tentang penyelcnggaraan Program Wa_]lb Belajar 9
' (sembﬂan) tahun. _ L _

@

:_(1)-

(2)

e

| (3).

Pemenntah Daerah berkewajiban untuk menycdlakan sarana
dan prasarana pendukung penyelenggaraan Program Wa_ub

' Belajar 9 (sembﬂan] tahun.

Pasai 34

Dalam rangka mensukseskan wajib belajar 9 (sembﬂa.n)' tahun_
Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan ‘bantuan .
pendidikan bagi peserta didik yang berasal dan keluarga
miskin. . ‘

Ketentuan lebih lanjut mengena1 tata cara untuk membenkan :
bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlatur dengan
Peraturan ‘Bupati. . _

. Bagian Kehma
Kewajiban dan Hak Satuan Pend1d1kan

Pasal 35

-Satuan pendldlkan. penyelenggara program wajib belaJar, Wa_]lb L

- . menjaga kelangsungan pelaksanaan program wa_uh belajar'f .
.~ yang bermutu.

(2)

. peraturan perundang—undangan

‘Satuan pendidikan Program Wa.]lb. Belaja,r 9 (Sembﬂan) T ahun -
.-dapat memperoleh bantuan dana, sarana dan prasarana dari~

Satuan pendidikan penyelcnggara program wajib bclajar, Wa_ub' _
menerima peserta didik tanpa diskriminasi sesuai ketentuan-' '

_ Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah

. (._1)__

" Daerah.

| Bagian Keenam
Evaluasi

Pasal36

Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
- Program wajib belajar 9 (sembilan) tahun secara berkala. '
‘Evaluasi terhadap pelaksanaan wajib belajar 9. (sembilan)
~ tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - _
" a. tingkat pencapaian penuntasan Pprogram wajib bela_]ar 9 -

{(sembilan) tahun; -

pelaksanaan kurikulum,

hasil belajar peserta didik;

. realisasi anggaran; -
pendidik dan tenaga kcpendldlkan, dan

' sarana dan prasarana
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.7 dan pengendalian mutu pendidikan di daerah sebagai bentuk S

Evalua51dan akreditasi dilakukan dalam réngka pérnan'taﬁari."

. akutablhtas penyelenggaraan pcndldikan kepada masyarakat

Pelaksanaan evalua31 dan akreditasi sebagalmana dlmaksud o i
- pada ayat (1) scsua1 dengan ketentuan peraturan perundang— L

v undangan

‘o

)

- BABVH - ERT
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PR

: Baglan Kesatu -

 Pasal 37

4P.cmérir'1tah Daerah bertanggung jawab _atas pemenuhan

kebutuhan pendidik dan tenaga . kependidikan untuk

menjamin  kelangsungan pendidikan sesuai_ déngan_

- kewenangannya.

Pemerintah Daerah melaksanakan Penataan dan pemerataan S
pend1d1k dan tenaga kependidikan. -

- Penyelenggara pendidikan atau satuan pendldlkan yang-

diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan
pendidik dan tenaga kependldlkan untuk menjamm‘ g
kelangsungan pendidikan.

“Pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan sebagalmana o

- dimaksud pada ayat (1) meliputi Kepala sekolah, tenaga = - ,

. adimistrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tekmm S
" sumber belajar dan tenaga kependidikan lainnya. S

Tenaga kependidikan berprestasi yang dlangkat oleh i

- pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada

- -jabatan Vstruktural di bidang pendldlkan dengan sangat ‘

. 6

- o

selektif.

"Pemenntah Daerah membantu b1aya penmgkatan kuahﬁkam -
~dan  kompetensi pcndldlk sesuai dengan kemampuan '
.. keuangan daerah. ' : :

-Ketentuan lebih laIiJut mengenai bantuan bJ,aya scbagaumana o7
_dlmaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupatl _,'

Pasal 38

-_Pendldxk berprestas1 yang dlangkat oleh Pemenntah atau T
‘Pemerintah - Daerah ~ dapat ditempatkan pada jabatan™." .
- struktural di bidang pendidikan dengan sangat selektif. _
" Penempatan pendidik yang diangkat oleh Pemerintah: atau'-- s

o -_Pemermtah ‘Daerah pada jabatan struktural sebagaimana . ° ..
. dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan-i'_,_

o peraturan perundang-undangan
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Bagian Kedua
Kewa_uban dan Hak Pendidik

Pasal 39

__-Dalam melaksanakan tugas keprofesmnalan, pendxdlk IR
- * berkewajiban:

. a. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademlk .
dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan ‘dengan ..

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

b, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode o

~ etik pendidik serta norma yang berlaku dalam kch1dupan =
masyarakat. )

. ‘Dalam melaksanakén tugas profesmnalnya, pendldlk berhak el
~ a. memperoleh penghasﬂan sesuai ketentuan yang berlaku,

- mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan
~ tugas dan prestasi kerja, memperoleh pelatihan profesmnal i
~ sesuai  bidang - tugasnya, dan memperoleh jaminan .

RS 'perhndungan hukum dalam melaksanakan tugasnya; - S
~ b. memperoleh akses memanfaatkan sarana dan prasarana
. pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas o

- keprofesionalan; dan

T c.. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan

kebijakan pendidikan melalui wadah organisasi profesi..

, : 'Bagian Ketiga -~ = - :
. Pengangkatan Kepala Sekolah .~ .

Pasal 40

,'Pengangkatan kepala satuan pendidikan dasar dan menengah '
_yang diselenggarakan Pemerintah Daerah harus lulus seleksi

. Pendidikan dan Latihan Calon Kepala Sekolah (Diklat Cakep)

s @

~dan mendapat persetujuan dari  Tim. Perﬁmbangan '
- Pengangkatan Kepala Sekolah. o : .
- Pengangkatan kepala sekolah di satuan. pendldlkan yang SR
diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan .

ketentuan peraturan perundang-undangan w

" Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah- o
" yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk satu IR
- masa tugas selama 4 (empat) tahun. EREE
- Masa tugas tambahan Kepala Sekolah sebagalmana dlmaksud PRI
- pada ayat (3) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk . -

- 1 {satu) kali masa tugas. L e T
Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebaga1 Kepala IR
'Sekolah selama 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat R

dltugaskan kembah menjadi Kepala Sekolah apabﬂa

| a tel_a_\h mele_wan_tenggang waktu sekurang—kurangnya‘_ i-’:(satu) R
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kah masa tugas; atau

- b.memiliki prestasi yang 1st1mewa, dengan tanpa tenggang_

- ®

Ny

waktu dan ditugaskan di sekolah lain yang akreditasi

. sekolahnya lebih rendah daripada sekolah asal.

-Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau t1dak
~ lagi - diberikan - tugas sebagai kepala - sekolah, tetap

melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang
jabatannya dan  berkewajiban .= melaksanakan . proses
pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan kepala satuan
pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

- - Baglan Keempat:
Pengawas dan Penilik Satuan Pendidikan
Pasal4l =

(1) Pengawas - Satuan Pendidikan merupékan 'fe’haga '
fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis

untuk melakukan pengawasan pend1d1kan terhadap”

satuan pendldxkan formal.

(2 Penilik Satuan Pendidikan merupakan tenaga fungsmnal

yang berkedudukan sebagai pelaksana  teknis untuk
melakukan . pengawasan pendldlkan terhadap satuan __
pendidikan nonformal. : -

(3) Pemerintah ‘Daerah berkewajlban menyedlakan dana dan
sarana pendukung bagi pelaksanaan tugas pengawas dan
pemhk satuan pendldlkan _

 BABIX
KURIKULUM .

Pasal 42

(1) | Setiap satuan pendidikan menyusun kurikulum tlngkat

~ satuan pendidikan berdasarkan kctentuan peraturan
perundang-undangan. : :

B (2) Satuan pendidikan wajib menyelenggarakan kurlkulum

dengan mata pelajaran yang sesuai dengan karakterlstlk
budaya, poten31 dan keunggulan daerah.

Pasal 43- :

(1) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan

kegiatan ekstrakurikuler,

{2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada
- ayat (1) meliputi Kepramukaan, Kesenian, Keolahragaan,
- Kelompok Ilmiah - Remaja, Palang Merah Remaja, Patroli
Keamanan Sekolah, Pencinta Alam dan Lingkungan
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{3y

@

)

'_Hldup, serta keglatan keagamaan : '
‘Khusus kegiatan pendidikan non formal/ ekstrakunkuler_

- kepramukaan wajib diikuti oleh setlap peserta d1d1k pada
satuan pendidikan.

"Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan seba,galmana.
. dimaksud pada ayat (3) diatur oleh setlap satuan
'pendldlkan :

Pelaksanaan ekstrakurikuler lalnnya disesuaikan dengan
~bakat dan minat peserta didik serta ketersedlaan tenaga -

o pembina/pembimbing.

w

@

BAB X
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Pasal _44

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan anggaran

‘pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) di. luar ga_u pendldlk dan b1aya
‘pendidikan kedinasan. B

‘Anggaran pendidikan sebagalmana dlmaksud pada. ayat_
(1) - harus terpenuhi paling. lambat 3 (uga) ‘tahun seJak

o ‘berlakunya peraturan daerah ini.

@)

(1)

Pasal 45 * o

Pemb1ayaan pend1d1kan pada satuan pendldlkan dapat

‘bersumber dari

a. pemerintah;
b. pemerintah provinsi;

¢.. pemerintah daerah; dah'
: d. masyarakat.
@

Pembiayaan pendidikan yang berasal dan partls1pa31' |
masyarakat ditujukan untuk membiayai pengembangan -

| ‘dan peningkatan mutu satuan pendidikan sesuai dengan

SNP.

Ketentuan 1eb1h lanjut rnengenm mekamsme pemblayaan
pendidikan sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) dxatur

dengan Peraturan Bupatl

' BABXI . ' '
PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Pasal 46

Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit satu

satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan



@ |
- keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

~ pendidikan menengah yang berbasis kcunggulan lokal,

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan berbasis |
diatur dengan Peraturan Bupati.

' BAB X1 -

DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Pasal 47

~ Untuk menciptakan suasana dan kondisi transparan,
akuntabel, dan partisipatif dalam penyelenggaraan dan
- pelayanan pendidikan yang bermutu, . dibentuk dan
diberdayakan Dewan Pendidikan Kabupaten

@

- pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah atau

Untuk menciptakan suasana dan kondisi transparan,
akuntabel, dan partisipatif dalam penyelenggaraan dan

.- madarasah, = dibentuk dan diberdayakan = Komite
~ Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis. :

3) -

Guna mengkoordinir implementasi peran dan fungsi

-~ komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejems di
- kecamatan dibentuk FKKS.

@
" usulan dari panitia pemilihan anggota dewan pendidikan:
. yang dibentuk oleh Bupati. .

(4)

Anggota Dewan Pendidikan ditetapkan oleh Bupati atas

FKKS dan Komite Sekolah dllakukan secara demokratis

- dan transparan.

6

Kelembagaan, fungsi dan peran Dewan Pendidikan dan

‘Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis disesuaikan -

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN

- Pasal 48

. Pemerintah Daerah menetapkan SPMP mengacu pada

SNP  yang ditetapkan pemerintah, dan dlsesumkan
dengan situasi dan kondisi daerah.

 Untuk mengetahui tingkat pencapaian satuan pendldlkan

dilihat dari standar pelayanan minimal dan SNP, satuan
pendidikan wajih melaksanakan EDS.

-Pemerintah  Daerah  bertanggung jawab dalam
: penyelengga_raan pendidikan yang menjadi wewenangnya

sesuai dengan standar pelayanan minimal dan.

" melaksanakan MSPD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai SPMP, EDS, "MSPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {2), dan ayat -

- (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
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BABXIV -
SANKSI

Paéa1'49 |

Pemenntah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat BRI
- “menutup satuan pendidikan’ yang diselenggarakan oleh - . -

" masyarakat yang beroperasi - ‘tanpa  izin opcrasmnal'

RIE sebagalmana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
@

“mencabut ijin pendman dan menutup satuan pendidikan

Pemenntah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat

"% yang melanggar persyaratan = pendirian. sebagaimana - .
© ““"dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) setelah terleblh dahulu L

- __ :__,_'i__membenkan sank31 adrmmstram lamnya ’

'Pemenntah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat L :-_Z":-

S membatalkan atau menunda pemberian bantuan kepada
- satuan pendldlkan yang menyelenggarakan pendidikan
"+ tidak sesuai dengan kctentuan sebagalmana dlatur dalam

| ) :-_-:Peraturan Daerah ini.

BAB XV |
KETENTUAN PERALIHAN .

' Pasalfso-

'Pada saat Peraturan Daerah ini: mula.l berlaku semua produk - S
L hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pend1d1kan dmyatakan masih tetap berlaku: sepanjang tidak =

-'__bertentangan dan belum dlgantl berdasarkan Peraturan :

Lo 'J"."__Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal"Sl“ e

| -_'-_"_Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini - harus ;’-.;,_3

ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhltung Sejak

T Peraturan Daerah ini dlundangkan



Pasal 52

}.5:-75'Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal

-’:f_-'Agar setlap _orang méngetahumyai, o memerlntahka_n' L B
.- pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya R S
. dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. - = - R

Ditetapkan di Putussmau _ Py
- pada tanggal 29 November 20 13 R

BUPATI KAPUAS HULU

| Lo
AM.NASIR -
- D1undangkan di'Putus_sibau
pada tanggal 22 April 2014
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
&
YOHANA ENDANG

A LEMBARAN _DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014
-’_"_.f-NOMOR 1 T S S
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PENJELASAN
- ATAS |
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

- NOMOR 13 TAHUN 20 13

N TENTANG |
. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

. UMUM
- Pend1d1kan merupakan hak asasi warga ‘Negara Repubhk
Indonesm dan untuk setiap warga Negara Indonesia berhak
" memperoleh pendidikan yang bermutu sesu&di dengan minat
dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial,
_status ekonomi, suku, etnis, agama dan jender. Sesuai dengan
perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
“yang sangat cepat, era globalisasi dan abad informasi yang
muncul. maka dunia pendidikan menghadapi tantangan dan
. berbagai tuntutan perubahan lokal, nasional dan global.

.- Untuk itu perlu dilakukan penyelenggaraan pendzdlkan yang . .
'tgrencana, terarah dan berkcsmambungan R

Dalam rangka mengantisipasi serta merespon pengaruh
dari berbagai faktor tantangan pendidikan, diperiukan
peraturan daerah yang dapat secara -tepat dan akurat

" mendeteksi pengaruh negatif serta meminimalkannya, dan .
 selanjutnya mendeteksi pengaruh positifnya dan melakukan

R upaya untuk memaksimalkannya, agar tujuan pendidikan

- _nasmnal di Kabupaten Kapuas Hulu dapat terwujud.

... Dalam. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang
Slstem Pendidikah Nasional, dinyatakan =~ bahwa - jalur
pendidikan terdiri atas Pendidikan Formal, Nonformal dan
Informal yang ‘dapat saling melengkapi dan memperkaya
- Jenjang Pendidikan Formal terdiri- atas Pendidikan Dasar,
Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi. Pendidikan

Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah -~ .

- (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah
Pertama (SMP} dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk

S lain  yang sederajat. Sedangkan - Pendidikan menengah
berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), ‘Madrasah Aliyah -

(MA}, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK} dan Madrasah Ahyah o
Ke_]uruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. ;

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 P

Tahun 2004 - tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan
Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi tanggung jawab
‘Pemerintah Kabupaten. Dengan pemberlakuan otonomi dan
desentralisasi. pendidikan tersebut berarti pengelolaan

o pendidikan tidak hanya berhenti pada kabupaten tetapi-harus

dilanjutkan pada sekolah yang menginginkan . adanya
kescimbangan . antara kewenanga_n - sekolah pemerintah



CIL

o S
e Pésal 3
= .__Pasals
s faéal 7

| :VPasal 9

L '_Pasal 11

~ " Pasal 12

| Pasal 8

L ,__-;'daerah dan pernenntah pusat.’ Selam 1tu pengelolaan yang-'; S,
.+ dilakukan oleh institusi yang paling dekat dengan'daerah lebih. - -~ - =
-7 . . memungkinkan untuk memberikan layanan pendldlkan yang- ST
- ., lebih berkualitas kepada masyarakat. - _ S
<7 Otonomi pendidikan menuntut adanya kreativitas serta"{'_-:”-;"
- .. .inovasi yang cemerlang bagi setiap komponen yang berk1prah'_ e e
- dalam bidang pendidikan agar dapat menjadi sarana dan o
. - wahana bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia-. -~
- “.yang - ada pada masyarakat. Untuk itulah Pemerintah o
* Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan Peraturan Daerah.ff. R
' -_"tentang Penyelenggaraan Pendldlkan TRt

: PASAL DEMI PASAL

_ Cukup Jelas_.':_.'

Pasal 2

Cukuﬁ Jelas."'-t- _

' Cuklip Jelas'.' e

.fPasal4

Cukup _]elas._ ‘ o

, Cukﬂp jelas.

s  Pasal 6

" Cukup _}elas_;'-'
- Cukup jelas.
: Cukup"jelas..._

Cukup Jelas.; E

- Pasal 10

Cukup Jelas. )
- Cukup Jelas..

Ayat (1)

Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar
-~ Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar
Biasa {SMALB) : . .

Sekolah Luar Biasa (SLB) terdiri dari Sekolah Dasar ﬁ S



Y
-.\._"'

- .Pasal 13 .
' Cukup _]elas S

Ayat @ o S e
- Yang. dlmaksud dcngan 1nstans1 yang berwenang SRR
-adalah instansi yang berwenang menerbitkan - izin, e
seperti untuk pendidikan formal dan nonformal yang "~
berada di bawah pembinaan Menteri Agama, seperti.
RA, MI, MTs, MA, TPQ, Diniyah, Pondok Pesantren. . .

_atau yang sejenis, ijin pendirian dikeluarkan oleh

. Kantor Kementerian . Agama dan untuk pend1d1kan_--":'_' o
~formal . dan nonformal - _yang . berada di: bawah
- pembinaan Menteri Ialn 13111 pendman dikeluarkan' R

L . oleh instansi terkait. .

Ayat @ -
o Cukup jelas

o Pasal 14

Cukup Jelas

“'Pasal 15
Ayat(l) | B TN N
o o Yang . dnnaksud dengan pendldlkan e
- karakter/pendidikan akhlak mulla (akhlakul © - .
' . karimah) adalah pendalaman dan - pengamalan -
- ... nilai-nilai agama di sekolah/madrasah yaitu dengan -
. melaksanakan praktek ' - ibadah, mempelajari/ -
" ‘menghafalkan ayat-ayat dalam kitab  suci,

berpakeuan yang sopan, dan lam sebagamya

Ayat (2)

8 Ayat (3)

| :Pasal 16
Ayat(l) ) et
: ,Yang dlmaksud pendldlkan khusus ' adalah_'._' B

Cukup Jclas

Cukup Jelas

 pendidikan yang diberikan kepada pesefta didik

" berkebutuhan khusus misainya SLB yang mcnd1d1k'___
n anak-anak .yang berkelaman/cacat fisik," mental, . =~
- emosional = atau mcmlbkl keccrdasan yang luarj

. biasa.

- Yang dlrnaksud pendldlkan layanan khusus adajah - RS
-~ pendidikan yang diberikan melalui sekolah kecil,

sekolah satu atap, SMP Terbuka, dan sejenisnya

untuk melayani peserta didik di daerah terpencil )

© ¢ atau pedalaman, - mengalami’ ‘bencana . alam,

e _bencana sosial dan tidak mampu dan segl ekonoml T

Ayat (2)



.
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. Pasal 19

Pasal 21

.Cukup jelas.

 Pasal 17

 Ayat {1) -
- - Cukup jelas.
B Ayat (2]
- - Cukup jelas.
- Ayat (3)
-+ Tenaga Pendidikan yang dlmaksud mehput1
- a. Tenaga kependidikan pada TK, RA, atau bentuk
lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri
_ - atas tenaga kebersihan dan penjaga.. :
. “Db. Tenaga kependidikan pada SD/MI atau bentuk
. lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri =
. atas tenaga admrinistrasi, tenaga perpustakaan, o
'~ tenaga kebersihan dan penjaga. :
c. Tenaga kependidikan pada SMP/MTs, SMA/MA '
- atau bentuk lain. yang sederajat sekurang-

" kurangnya terdiri -atas tenaga - administrasi, R

tenaga perpustakaan, tenaga laboratonum, '
tenaga kebersihan dan penjaga. - o
d. Tenaga kependidikan pada SMK/MAK . _atau’

bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya .

- terdiri atas ' tenaga administrasi, tenaga
. perpustakaan, tenaga laboratorium, - teknisi
- sumber belajar, tenaga kebers1han dan penjaga.

Pasal 18 S
. Cukup jelas.

Ayat (1) ' ' :
Kategori/tipe sekolah terdln dan tlpe A t1pe B atau"
tipe C sesuai dengan krlterla yang dltentukan
S yaitu:
- a. Apabila sekolah s_udah memenuhl ‘standar
- "minimal kriteria, ~ maka sekolah tersebut
ditetapkan sebagai Sekolah Tlpe A, Tipe B atau
. Tipe C. ‘
-b. Apabila sekolah bclum mcmenuhl standar-
- minimal kriteria dan dimungkinkan ke depan
sekolah dapat memenuhi salah. satu kntena,
" maka sekolah tersebut akan ditetapkan sebagai
sekolah rencana Tipe A; Tipe B atau Tipe C.
- Ayat (2)
-~ Cukup jelas.
Pasal 20 o
- Cukup jelas.



Cukup Jelas

"Pasal 22
R __Ayat(l)
L Cukup _]elas.'
'fAyat (2)

TR Cukup Jclas. .
. Ayat(3) |
Rl Cukup Jela.s. |
:_-._Ayat (4) . e ST R A

A _.-Penerbltan Cizin kepada - satuan pendldlkan S
-nonformal ‘harus mcmperumbangkan ha_l hal
sebagai berikut: .- o _ .

. calon peserta d1d1k

._kunkulum dan sﬂabus, TR LR

- sarana dan prasarana pendldlkan, I
pendidik dan tenaga kcpcndldlkan,' T
sumber pembiayaan pendidikan; -

: - sistem evaluasi dan sertifikasi; dan R
; g.- Badan pengelola/ pcnyelenggara e T

mepogp

Ayat (5) £
N | Cukup Jelas
e ;{Pasal 23
R Cukup Jelas

B _".Pa'sél- 24 S
Cukup Jelas. '

Pasal 25
N Cukup Jelas.

o _--:'f'j'Pasal 26
' Cukup Jelas.‘" o

S ::-f Pasal 27 :
' Cukup Jelas._-

":-;'-_._'Pasal 28 . -
s Cukup _]elas.':_

":"‘:fPasai 20 .
S Cukup _]elas.' '

. ";_--'2;__="_.Pasa1 30
il Cukup Jelas.

o j_;Pasal a1
- Cukup Jelas.:




R
i

R Pasal 32
Ayat(l] R
' Cukup _]elas
Ayat @ _ R : . _
Peran serta masyarakat dapat d1laksanakan melalm
- pengelola satuan pendidikan, dewan . pendidikan,

- komite ' sekolah, Lembaga Swadaya Masyarakat PR

bldang pendldlkan atau sejemsnya

B ""”".;";Pasal 33
Cukup Jela_s'.:

-' Cukup Jelas,:_' -

‘ ':'_.'Pasal 3B
Cukup Jelas,"._ '_

Cukup Jelas. B

" Pasal 37
g ;Ayat (1]
ST Cukup jelas.
: '"_Ayat (2] B
SRR Cukup jelas.
- '_"Ayat (3)
S Cukup Jelas.
-+ Ayat [4) o
Cukup Jelas.

el Ayat (5)

:._ struktural pada Dmas Pendldlkan

Ayat [6) : '
L Cukup jelas.
Ayat (7 ) :
- Cukup jelas,
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Ayat [1)
' Cukup jelas.
Ayat (2)
' Hurufa '
s Cukup jelas.
Huruf b o
' Cukup jelas,;_'
37

Yahg dimaksud dengan selektlf adalah sesuai __
“dengan = formasi dan kebutuhan Jabatan et



Huruf ¢

(IPABI], dan lam sebagamya

"'_:'_Pasal 40 S
' Cukup Jelas.'_

BN EE A T . Cukup jelas.
Pasal 42
W Cukupjelas.‘,_

~ Pasal 43. _
. Cukup jelas.

- Pasal 44
. Cukup jelas.

- P:asai 45
- Cukup jelas.

Pasal 46
: Cukup _]c:la.sf
Pasal 47
Cukup Jelas.'

Pasal 48 ‘
o Cukup Jelas,__

‘Pasal 49
” Cukup Jelas.

Pasal 50 .
_ Cukup jelas.

Pasal 51 -
Cukup jelas.'
- Pasal 52
' Cukup Jelas

Yang dimaksud 'dengan orgamsa31 B
- profesi antara lain ~ Persatuan Guru. .~ 0
Republik Indonesia (PGRI), ‘Himpunan = =
Pendidik ‘Anak Usia- Dini (HIMPAUDI), . = .
Ikatan Pamong Belajar Indonesm

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU T

" NOMOR 1

- 38"




